BUPATI JEPARA

PERATURAN BUFATI JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAM BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2006

DEMNGAN RAHMAT TUHAMN YANG MAHA ESA

BUPATI JEFARA,

hahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Mamor 1 Tahun 2006 tentang Anggardn Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu menstapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tanun Anggaran 2008
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Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dasran Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Momor 12 Tahun 1885 tentang Fajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 1985 Momor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang MNomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1994 Neomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3568);

Undang-Undang Nomar 18 Tahun 1887 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesa
Tahur 1997 Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nemor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomar 4048),

Undang-Undang Momar 21 Tahun 1257 lentang Bes Paralehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);



Lh

i

LIndang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggara

Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepatisme (Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 1999

Mamor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indanasia
Nomar 3851);

Undang-Undang Momeor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pambangunar: Nasional {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2000 Momor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Momaor 3852}

Undang-Undang MNemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 42867,

Undang-Undang Namar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharzan
Megara (Lambaran Negara Republik Indonssia Tahun 2004
Momor b, Tambshan Lembaran MNegara Republik Indonesis
Momor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 [entang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Normor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Momor 4385).

10. Undang-Undang Namor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan
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Pengelclaan  dan Tanggung jawab  Keuangan MNegars
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namar 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 4400);

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indanesia Tahun 2004
Namar 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4437}, sebagaimana lelah diubah dengan Undang-
Undang Nomor B Tahun 2005 (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 20058 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4548 )

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Naegara Republik Indonssia Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Mamor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Mamaor 4021}, sebagaimana telah dubah dengan
Peraturan Pemeriniah Momor 24 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Namer 157, Tambahan
Lembaran Megara Republk Indonesia Nomar 4165);

Peraturan Pemerniah MNomor 105 Tahun 2000 tentang
Pangelolaan dan  Pertanggungawaban  Keuangan Daerah
iLembaran Megara Republik Indanasia Tahun 2000 Momor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022),
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15, Peraturan Pemerintah  Nomar 108 Tahen 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2000 Momar 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4028)

16. Peraturan Pemerintaby Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Fajak
Dasrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Nameoer 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanasis
Momor £1328)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi

- Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20017

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 4139

18, Peraturan Pemernntah MNomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daarah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2004 Momor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418 sebagaimana tefah diutah
dengan Peraturan Pemenntah  MNomaor 37 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indangsia Tahun 2005 Nomer 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4540)

19. Keputusan Menten Dalam Megeri Momor 29 Tahun 2002
lentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung  jawsban dan
Pengawasan Kesuangan Dasrah Serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah. Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan  Perhilungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
{Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomar 25);

21, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Momor  Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008,

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan - PERATURAN BUPATI |  TENTANG PEMNJABARAN
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA  DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005
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Fasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas

1. Pendapatan :

g Pendapatan Ash Daarah Rp, 52435097000
b Dana Perimbangan ... Rp. 480 363.242 000
¢. Lain-ain Pendapatan yang sah Rp 0
Jumiah Pendapatan ..o s aans. Rp 532.798.339.000
Z. Belanja :

APARATUR DAERAH

a, Belanja Administrasi Umum Rp. 93 534 0%7.000
0. Belanja Operasi dan Peml. Rp. 29945 815000
¢ Belanja Modal .................. Rp. 17.009.000.000
d. Belama Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan ........... Rp. 21.702.400.000
e. Belanja tak Tersangka Rp. 1.500.0000090

JumlarrBelanp s nhnnninlainin) Rp e e 36894 13,000

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Adminrstrasi Umum Rp. 176 435.691.000
. Belanja Operasi dan Peml. Rp. 48 870.476 000
c. Belanja Modal ................... Rp. 98.868.981.000
d. Belanja Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan ........... Bp. 39.553.872.000
a. Belamz 1ak Tarsangks Hp 0

Rp. 363.729.026.000

Jumlah Belanja 5 i wiciienn PP 2 527 423.339.000

surplus Rp.  5.375.000.000

3. Pembiayaan :

& Penerimaan .................. Rp. J

. Pengeluaran..................Rn¢ E.S?S.DDD.CIE-_IIG

Defisit Rp 5. 375.00.000




Pasal 2

Penjgbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dinnci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
tarpisshkan dari Peraturan in

Pasal 4

Peraluran im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar saetiap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Persturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara,

Ditetapkan di Jepars
pada tanggal 11 iEPn_::hrl,-ari 2006

BUPATI JEPA

Diundanckan & Jepara
Fada tanggal 11 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA i THUS é]‘ ial

-

M. EFFEND|

BERITA DAERAH KABLURATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 1

Ry |



